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PENETAPAN
Nomor 3313/Pdt.G/2024/PA.Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Serang yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan

penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK XxXxXxXxxxXxxxxxxxX, lahir di Serang pada tanggal 02 Juni
1988, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
XXXXXXXX XXXXX XXXXXX, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK,

selanjutnya disebut Penggugat;
melawan

TERGUGAT, lahir di Klaten pada tanggal 31 Januari 1986 umur 38 tahun,
agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan XXXXX XXXXXX XXXXX,
bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, selanjutnya disebut
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan para pihak berperkara.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 26

November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang

pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 dengan register perkara Nomor

3313/Pdt.G/2024/PA.Srg telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai
berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang

telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 17 April 2013

di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA)

Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, sebagaimana
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terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 135/23/IV/2013 tertanggal

17 April 2013;

2. Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat
berstatus perjaka;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama
terakhir di kediaman orang tua Penggugat yang beralamat di ALAMAT
PIHAK;

4. Bahwa, selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan
Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba’da
dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

4.1 ANAK PERTAMA, Laki-laki, lahir di Serang pada tanggal 25
Februari 2014, Pendidikan SD, saat ini tinggal bersama Penggugat
selaku Ibu kandungnya;

4.2 ANAK KEDUA, Perempuan, lahir di Serang pada tanggal 24 Januari
2022, Pendidikan-, saat ini tinggal bersama Penggugat selaku lbu
kandungnya;

5. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat
berjalan rukun dan harmonis namun sekitar awal bulan Agustus 2021
rumah tangga dirasakan mulai tidak harmonis disebabkan oleh hal-hal
sebagai berikut:

5.1. Tergugat seringkali melakukan kekerasan verbal kepada Penggugat
Ketika sedang terjadi perselisihan, seperti membentak dan berbicara
kasar seperti kata-kata binatang dan hinaan yang merendahkan
Penggugat;

5.2. Tergugat dalam memberikan Nafkah lahir terhadap Penggugat
hanya sekedarnya saja, sehingga tidak mencukupi kebutuhan rumah
tangga;

6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar
akhir bulan Agustus 2021 yang mana Tergugat pergi dari kediaman
bersama, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah
rumah dan hingga saat ini sudah tidak ada hubungan sebagaimana

layaknya suami istri lagi;
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7. Bahwa keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat
agar kembali rukun, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat
untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
huruf (f) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua
Pengadilan Agama Serang kiranya berkenan menerima dan memeriksa
perkara ini;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua

Pengadilan Agama Serang Cqg. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili

perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugro Tergugat (TERGUGAT) kepada
Penggugat (PENGGUGAT);

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya

(ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan,
Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat
tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk
menghadap sebagai wakil’/kuasa hukumnya, dan berdasarkan berita acara
relaas panggilan Jurusita Pengadilan Agama Serang bahwa Tergugat telah
dipanggil sesuai alamat dalam gugatan tetapi panggilan tidak bisa disampaikan
karena alamat Tergugat tidak diketahui;

Bahwa karena Penggugat tidak mengetahui alamat Tergugat saat ini
maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dengan alasan akan

mencari alamat Tergugat lebih dahulu;
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Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses
pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi
dilanjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala yang dicatat
dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak mengetahui alamat
Tergugat saat ini dan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dengan
alasan akan mencari alamat Tergugat lebih dahulu, maka gugatan Penggugat
harus dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak
melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula
Tergugat menyetujuinya, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut
gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan #0046# tersebut
maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena
perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan telah dilangsungkan proses
persidangan serta termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89
ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini
harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan

dengan perkara ini.
MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 3313/Pdt.G/2024/PA.Srg dicabut;
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3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp203.000,00 (dua ratus tiga ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang
dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 08 Januari 2025 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 8 Rajab 1446 Hijriyah, oleh kami Agus Sopyan, S.H.l., M.H.
sebagai Ketua Majelis, Dra. Nurnaningsih, S.H. dan Drs. Jaenudin
masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut
dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Acep Saefulloh, S.H.,
M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya

Tergugat.
Ketua Majelis,
Ttd.
Agus Sopyan, S.H.l.,, M.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,
Ttd. Ttd.
Dra. Nurnaningsih, S.H. Drs. Jaenudin

Panitera Pengganti,

Ttd.

Acep Saefulloh, S.H., M.H.

Perincian biaya :
- Pendaftaran :Rp 30.000,00
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- ATK Perkara :Rp 75.000,00
- Panggilan :Rp 58.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi :Rp  10.000,00
- Meterai :Rp 10.000,00
Jumlah :Rp 203.000,00
(dua ratus tiga ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Serang

Panitera

Pariyanto, S.H., M.H.
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